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Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa notaris hanya 
berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan 
masih dalam wilayah kerjanya. Realita yang terjadi dalam masyarakat ada notaris 
yang membuat akta didalam wilayah kerjanya, namun penandatanganan aktanya 
dilakukan diluar wilayah kerja. Hal ini disebabkan adanya kekaburan norma dalam 
UUJN yang hanya menyebutkan pembuatan akta harus dilakukan didalam wilayah 
kerjanya, namun proses penandatanganan tidak disebutkan secara tegas sehingga 
menimbulkan multi tafsir. 
 
Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 
keabsahan akta yang ditandatangani diluar wilayah kerja notaris dan tanggung gugat 
notaris terhadap akta yang di tandatangani diluar wilayah kerja 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan dua 
tipe pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik 
dibatasi oleh Tempus, yaitu waktu kapan Notaris tersebut berwenang membuat akta. 
Locus, yaitu wilayah yang menjadi kewenangan Notaris dalam membuat akta dan 
Materiae, yaitu kewenangan Notaris dalam membuat akta adalah selama akta tersebut 
pembuatannya tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Notaris yang 
menandantangani akta diluar wilayah jabatannya dapat dinyatakan melakukan 
perbuatan melawan hukum. 
 
Kata Kunci : Notaris, Kewenangan, Wilayah Jabatan 
 ABSTRACT 
 
According to Indonesian Notarial laws, notary publics are only authorized to 
publish deeds based on their work scope. In practice, there are some notary publics 
who publish deed based on their work scope but signing act not based on their work 
scope. It is happened because there are some confusion within Indonesian Notarial 
Laws since it is mentioned that notary publics shall publish deeds based on their work 
scope. Meanwhile it does not mention explicitly about signing act by the notary 
public therefore it creates multi interpretation. 
 
The present study tries to elaborate coupled with examine further about validity 
of deed that is authorized not based on the notary public work scope coupled with 
accountability of the deed. 
 
The method used in the present study is a normative legal research, namely 
legal research which is conducted by examining the library materials or secondary 
law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the 
law and conceptual approaches. 
 
The present study shows that authority of notary public in publishing deed is 
limited by three regulations. First is concerning the duration of notary public in 
holding authorization rights to publish the deed or Tempus. The second is concerning 
area that is covered by notary public in publishing the deeds or Locus. The last is 
about authorization of notary public in publishing the deeds in which the deeds is 
shall not be devoted for other general officials or Materiae. Notary publics who sign 
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1. Akta Notaris yang ditandatangani diluar wilayah jabatan tidaklah sah kecuali, dalam 
keadaan darurat meliputi: 
a. dalam kondisi nyawanya kritis/ sekarat, akan meninggal dunia; 
b. dalam keadaan bahaya, kecelakaan atau kapal laut mau karam; 
c. dalam keadaan perang atau huru hara, dan lain lain.1 
Bila terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi oleh Notaris secara 
objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan 
bahwa Notaris sama sekali tidak ada kesalahan, dan seharusnya ia dibebaskan dari 
pertanggung jawaban. Penandatanganan akta diluar wilayah jabatan bila ditemukan 
unsur kesengajaan, maka akta yang dibuat menjadi terdegradasi kekuatan 
pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan 
2. Notaris yang menandantangani akta diluar wilayah jabatannya adalah melawan 
hukum. Atas penandatanganan akta diluar wilayah jabatan tersebut apabila para pihak 
mengalami kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum Notaris maka 
Notaris bertanggunggugat untuk menggantikan biaya kerugian tersebut. 
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